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	Abstract: This study aims to analyze the factors influencing the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in General Elections and the implementation of sanctions against non-neutral ASN. This study employs normative-empirical legal research using a qualitative approach. The research data consist of primary data obtained through interviews and secondary data collected through literature research. The collected data were analyzed qualitatively and presented descriptively to address the research problems. The results show that the factors influencing ASN neutrality in General Elections include legal or regulatory factors, institutional factors, factors originating from the ASN themselves, and non-legal factors, such as family relationships, personal proximity, and interference related to positions and political interests. Sanctions against non-neutral ASN are implemented based on provisions concerning ASN discipline and ethics, including moderate and severe disciplinary sanctions. Such violations may also result in moral sanctions and administrative measures in accordance with the applicable regulations. The effectiveness of sanctions is strongly influenced by supervision, institutional coordination, consistency in follow-up actions, and ASN understanding of their neutrality obligations. Therefore, strengthening supervision and disseminating information regarding the prohibitions and sanctions for neutrality violations are necessary to improve ASN compliance and support the implementation of fair and impartial General Elections.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum serta penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi netralitas ASN dalam Pemilihan Umum meliputi faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor kelembagaan, faktor yang berasal dari ASN itu sendiri, dan faktor non-hukum, seperti hubungan keluarga atau kedekatan personal serta intervensi dalam kepentingan jabatan. Penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai disiplin dan kode etik ASN, dengan bentuk sanksi berupa sanksi disiplin tingkat sedang dan tingkat berat. Penerapan sanksi juga dapat disertai sanksi moral dan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efektivitas penerapan sanksi sangat dipengaruhi oleh pengawasan, koordinasi kelembagaan, konsistensi tindak lanjut, serta pemahaman ASN terhadap kewajiban netralitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan sosialisasi mengenai larangan serta sanksi terhadap pelanggaran netralitas diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan ASN dan menjaga penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.
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PENDAHULUAN
Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan demokrasi dan sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil serta pemerintahan yang akan menjalankan kekuasaan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan Pemilu didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu. Pelaksanaan Pemilu yang demokratis menuntut adanya proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan harus menjaga integritas dan tidak menggunakan kewenangan negara untuk memberikan keuntungan kepada kepentingan politik tertentu. 
Dalam konteks tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai posisi strategis karena ASN merupakan pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik sekaligus memiliki akses terhadap kewenangan, anggaran, serta sumber daya birokrasi. Kedudukan tersebut menyebabkan ASN memiliki potensi untuk dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama karena proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN berada dalam lingkungan birokrasi yang memiliki hubungan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian. Di sisi lain, ASN dituntut tetap profesional dan menjalankan tugas pemerintahan tanpa keberpihakan politik. 
Netralitas ASN merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Dalam Tugas Akhir Yulius, netralitas ASN dimaknai sebagai sikap tidak berpihak terhadap pengaruh maupun kepentingan pihak tertentu. Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa aparatur negara menjalankan tugas berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan kandidat, partai politik, atau kelompok tertentu. Dengan demikian, netralitas bukan hanya berkaitan dengan perilaku politik ASN, tetapi juga berkaitan dengan profesionalitas, objektivitas, dan integritas birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik. 
Urgensi netralitas semakin kuat karena ASN memiliki kewenangan dan sumber daya yang dapat memengaruhi proses politik apabila digunakan secara tidak semestinya. Keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, pemberian dukungan kepada peserta Pemilu, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dapat mencederai prinsip kompetisi politik yang adil. Tugas Akhir mencatat bahwa pelanggaran netralitas dapat berupa dukungan melalui media sosial, keterlibatan dalam kampanye, maupun pencalonan diri tanpa terlebih dahulu memenuhi ketentuan mengenai pengunduran diri dari ASN. 
Permasalahan netralitas ASN bukan merupakan persoalan yang bersifat insidental. Tugas Akhir mencatat data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan netralitas masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan memerlukan pengawasan serta penegakan aturan yang konsisten. 
Secara normatif, pembatasan terhadap keterlibatan politik ASN dibentuk untuk memberikan kepastian hukum, menjaga profesionalitas birokrasi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tugas Akhir menjelaskan bahwa pembatasan aktivitas ASN dalam Pemilu dimaksudkan untuk membatasi kemungkinan penggunaan kekuasaan berdasarkan kepentingan pribadi yang dapat berujung pada abuse of power. Karena itu, netralitas menjadi instrumen penting untuk menjaga agar birokrasi tetap berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat. 
Dalam praktiknya, pelanggaran netralitas ASN dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian mengidentifikasi empat kelompok faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor kelembagaan, faktor yang berasal dari ASN itu sendiri, dan faktor non-hukum. Faktor hukum berkaitan dengan pengaturan dan penerapan ketentuan mengenai netralitas, sedangkan faktor kelembagaan berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan pemberian sanksi. 
Faktor yang berasal dari ASN berkaitan dengan rendahnya pemahaman terhadap prinsip netralitas, kepentingan pribadi, solidaritas yang tidak mendukung profesionalitas, maupun dorongan untuk mempertahankan atau memperoleh jabatan. Sementara itu, faktor non-hukum antara lain berupa hubungan keluarga, kedekatan personal, serta intervensi politik dalam pengangkatan atau promosi jabatan. Kondisi tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan dan mendorong ASN memberikan keberpihakan kepada kandidat atau kekuatan politik tertentu. 
Persoalan berikutnya adalah efektivitas penerapan sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral. Keberadaan larangan tanpa mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif tidak akan memberikan daya cegah yang memadai. Dalam Tugas Akhir, penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral mencakup sanksi disiplin dan tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran tertentu dapat berujung pada sanksi moral maupun hukuman disiplin, termasuk hukuman disiplin dengan tingkat yang lebih berat sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum. 
Dalam mekanisme penanganannya, Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu dapat menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan meneruskan temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang apabila pelanggaran tersebut berada di luar kewenangan langsung Bawaslu. Tugas Akhir juga menjelaskan adanya koordinasi dengan lembaga terkait dalam proses penerapan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas. 
Di sisi lain, netralitas ASN harus ditempatkan secara proporsional dengan hak politik ASN sebagai warga negara. ASN tetap mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu, tetapi ketika menjalankan kedudukannya sebagai aparatur negara, ASN wajib menjaga profesionalitas dan tidak menggunakan status, kewenangan, fasilitas, maupun pengaruh birokrasi untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Tugas Akhir menggambarkan kondisi tersebut sebagai adanya perbedaan antara ASN sebagai warga negara dan ASN sebagai aparatur negara yang terikat oleh kewajiban profesional serta prinsip netralitas. 
Dengan demikian, persoalan netralitas ASN tidak cukup diselesaikan hanya melalui larangan normatif. Efektivitasnya membutuhkan keselarasan antara substansi hukum, kelembagaan pengawasan, pemahaman dan integritas ASN, serta penerapan sanksi yang konsisten. Kelemahan salah satu unsur tersebut dapat mengurangi efektivitas penegakan prinsip netralitas. Hasil penelitian Tugas Akhir juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi dapat membuka peluang terjadinya keberpihakan birokrasi dalam proses politik. 
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi netralitas ASN dalam Pemilu serta penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral. Kedua fokus tersebut secara langsung sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam Tugas Akhir Yulius Pabate. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya mengenai hubungan antara profesionalitas birokrasi, netralitas ASN, pengawasan Pemilu, dan penegakan disiplin aparatur. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, Bawaslu, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi serta meningkatkan pemahaman ASN mengenai batas-batas keterlibatan politik selama menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Tugas Akhir sendiri merekomendasikan agar sosialisasi mengenai sanksi bagi ASN yang tidak netral dioptimalkan melalui berbagai media.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma dan ketentuan hukum dengan pengkajian mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai netralitas ASN sekaligus melihat penerapannya dalam praktik, khususnya berkaitan dengan faktor yang memengaruhi netralitas ASN dan penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral dalam Pemilihan Umum.

2.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui tahapan perumusan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi netralitas ASN serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran netralitas berdasarkan ketentuan hukum dan kondisi empiris yang ditemukan.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan netralitas ASN dalam Pemilu dan penerapan sanksinya.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menelaah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum dan informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan netralitas ASN dan penerapan sanksi terhadap pelanggarannya.
Data yang telah diperoleh kemudian disusun, diuraikan, dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang mengatur netralitas ASN dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan untuk menghasilkan uraian yang sistematis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi netralitas ASN serta penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral dalam Pemilihan Umum.

2.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada netralitas ASN dalam konteks Pemilihan Umum, dengan dua fokus utama, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi netralitas ASN dan penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral. Penelitian tidak membahas seluruh aspek manajemen ASN secara umum, tetapi diarahkan pada aspek hukum dan empiris yang berkaitan langsung dengan perilaku netralitas ASN serta mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran netralitas. Batasan ini sesuai dengan dua rumusan masalah dalam Tugas Akhir Yulius.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
Netralitas ASN merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pemilihan Umum karena ASN memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan publik. Netralitas menghendaki agar ASN tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu dan tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, netralitas ASN dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek hukum, kelembagaan, individu ASN, maupun lingkungan di luar hukum. 
Faktor pertama adalah faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Netralitas ASN telah memperoleh dasar normatif dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menempatkan netralitas sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Pengaturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan membatasi penggunaan kekuasaan birokrasi agar tidak diarahkan pada kepentingan politik tertentu. 
Namun, keberadaan aturan belum dengan sendirinya menjamin terciptanya netralitas. Efektivitas hukum sangat bergantung pada pemahaman ASN terhadap ketentuan yang berlaku serta konsistensi dalam penerapannya. Tugas Akhir menunjukkan bahwa pengaturan netralitas tidak hanya terdapat dalam peraturan mengenai ASN, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, Pilkada, kode etik, dan disiplin aparatur. Keragaman pengaturan tersebut menuntut adanya pemahaman yang baik agar ASN mampu membedakan antara hak politik sebagai warga negara dan kewajiban profesional sebagai aparatur negara. 
Faktor kedua adalah faktor kelembagaan. Pelaksanaan netralitas ASN memerlukan dukungan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan. Tugas Akhir menunjukkan bahwa kelembagaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan ASN, karena lemahnya pengawasan dan sanksi dapat membuka ruang bagi terjadinya keberpihakan birokrasi terhadap kepentingan politik tertentu. 
Dalam konteks Pemilu, Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Pelanggaran yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan maupun diteruskan kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi pengawas, tetapi juga oleh koordinasi antarinstansi dan konsistensi tindak lanjut terhadap setiap dugaan pelanggaran. 
Faktor ketiga berasal dari ASN itu sendiri. Netralitas sangat dipengaruhi oleh integritas, pemahaman, motivasi, serta kepentingan pribadi aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ASN yang lebih memilih berpihak karena adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan jabatan, kepentingan karier, maupun kemungkinan memperoleh keuntungan tertentu. Solidaritas internal yang kurang kuat dan rendahnya pemahaman terhadap prinsip netralitas juga dapat mendorong perilaku yang menyimpang dari kewajiban profesional. 
Faktor individual tersebut menunjukkan bahwa netralitas tidak hanya merupakan persoalan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan integritas dan kesadaran hukum ASN. ASN yang memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya akan lebih mampu memisahkan kepentingan pribadi atau pilihan politik dari pelaksanaan tugas kedinasan. Sebaliknya, kepentingan mempertahankan jabatan atau memperoleh keuntungan tertentu dapat menjadi faktor pendorong terjadinya keberpihakan.
Faktor keempat adalah faktor non-hukum. Tugas Akhir mengidentifikasi adanya hubungan keluarga, kedekatan personal, serta intervensi politik dalam pengangkatan dan promosi jabatan sebagai faktor yang dapat memengaruhi netralitas ASN. Intervensi terhadap jabatan dapat menciptakan ketergantungan atau loyalitas personal kepada pihak tertentu, sehingga keputusan dan perilaku ASN berpotensi tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kepentingan publik dan ketentuan hukum. 
Keberadaan faktor non-hukum tersebut menjadi persoalan penting karena netralitas ASN pada praktiknya berlangsung dalam lingkungan sosial dan politik yang tidak selalu bebas dari kepentingan. Hubungan kekerabatan, kedekatan pribadi, maupun tekanan dari pihak yang memiliki pengaruh dapat memengaruhi keputusan seorang ASN, terutama ketika berkaitan dengan karier dan jabatan. Oleh karena itu, prinsip merit dan profesionalitas menjadi penting untuk mencegah hubungan personal maupun kepentingan politik memengaruhi pengelolaan ASN.
Keempat faktor tersebut pada dasarnya saling berkaitan. Ketentuan hukum yang baik tidak akan berjalan optimal apabila pengawasan kelembagaan lemah, demikian pula pengawasan yang kuat tidak akan sepenuhnya efektif apabila ASN memiliki kepentingan pribadi untuk berpihak. Pada saat yang sama, tekanan lingkungan politik dan hubungan personal dapat memperbesar risiko pelanggaran apabila tidak diimbangi dengan sistem kepegawaian dan pengawasan yang kuat. Temuan Tugas Akhir menempatkan faktor hukum, kelembagaan, individu ASN, dan non-hukum sebagai keseluruhan faktor yang memengaruhi netralitas ASN dalam Pemilu. 
Berdasarkan analisis tersebut, faktor yang memengaruhi netralitas ASN tidak dapat dipandang secara parsial. Netralitas merupakan hasil interaksi antara kualitas regulasi, efektivitas kelembagaan, integritas ASN, dan lingkungan politik maupun sosial di sekitarnya. Karena itu, upaya menjaga netralitas membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan regulasi, pengawasan yang efektif, peningkatan pemahaman dan integritas ASN, serta pencegahan intervensi politik dalam manajemen kepegawaian.
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum, faktor kelembagaan, faktor yang berasal dari ASN sendiri, dan faktor non-hukum merupakan faktor utama yang memengaruhi netralitas ASN dalam Pemilihan Umum. Penguatan pada keempat aspek tersebut menjadi penting agar ASN dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu.
3.2 Penerapan Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum
Penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas prinsip netralitas. Larangan terhadap keberpihakan ASN harus disertai mekanisme penanganan dan pemberian sanksi agar ketentuan tersebut memiliki daya mengikat dan memberikan efek pencegahan. Dalam konteks ini, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga profesionalitas dan integritas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Dalam Tugas Akhir Yulius, penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral didasarkan pada ketentuan mengenai disiplin ASN dan kode etik, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi yang diterapkan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas meliputi sanksi disiplin tingkat sedang dan sanksi disiplin tingkat berat. 
Selain sanksi disiplin, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi moral dan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas Akhir menjelaskan bahwa berdasarkan PP No. 42 Tahun 2004, pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik. Dalam keadaan tertentu, pelanggaran tersebut juga dapat diikuti dengan tindakan administratif atau hukuman disiplin sesuai hasil pemeriksaan. 
Penerapan sanksi pada dasarnya diawali dengan adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Dalam konteks Pemilu, Bawaslu mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu dapat menindaklanjuti berdasarkan kewenangannya atau meneruskan temuan maupun laporan kepada instansi yang berwenang apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketentuan di luar hukum Pemilu. 
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran netralitas ASN tidak hanya merupakan tanggung jawab satu lembaga. Pengawasan Pemilu, pembinaan kepegawaian, serta penjatuhan sanksi membutuhkan koordinasi antarlembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tugas Akhir menjelaskan bahwa temuan atau laporan dugaan pelanggaran netralitas dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang dan dalam uraian penelitian disebutkan keterlibatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam proses tindak lanjut sanksi. 
Dalam penerapannya, sanksi harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran. Tidak setiap pelanggaran netralitas secara otomatis dikenai hukuman dengan tingkat yang sama. Penentuan sanksi harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan ketentuan disiplin atau kode etik yang dilanggar. Dengan demikian, penerapan sanksi idealnya tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian prosedur, dan dasar hukum yang jelas.
Tugas Akhir juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk membedakan antara pengawasan dan penegakan sanksi. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan dapat menjadi pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran, sedangkan pemberian sanksi mengikuti mekanisme dan kewenangan instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila pelanggaran ASN tidak secara langsung termasuk dalam ketentuan pidana atau pelanggaran Pemilu, penanganannya dapat diarahkan melalui rezim hukum lain yang mengatur disiplin dan kode etik ASN. 
Efektivitas penerapan sanksi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan dan tindak lanjut. Tugas Akhir mengidentifikasi bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya keberpihakan ASN. Dengan demikian, aturan mengenai sanksi akan kehilangan daya cegah apabila proses pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut tidak berjalan secara efektif. 
Dari perspektif penegakan hukum, penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral harus memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran ditangani berdasarkan prosedur yang berlaku. Konsistensi tersebut penting untuk menghindari persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap ASN yang melakukan pelanggaran karena kedudukan, jabatan, hubungan personal, atau kedekatan politik. Sebaliknya, penerapan sanksi yang konsisten dapat memperkuat kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan dan menjaga profesionalitas birokrasi.
Tugas Akhir juga menempatkan sosialisasi mengenai sanksi sebagai salah satu langkah penting untuk mencegah pelanggaran. ASN perlu memahami bukan hanya larangan mengenai keterlibatan politik praktis, tetapi juga konsekuensi hukum dan administratif apabila larangan tersebut dilanggar. Pemahaman yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ASN dan mendorong kepatuhan sebelum pelanggaran terjadi. 
Penerapan sanksi karenanya tidak seharusnya semata-mata dipandang sebagai tindakan represif. Sanksi mempunyai fungsi preventif sekaligus korektif, yaitu mencegah ASN lain melakukan pelanggaran dan mengembalikan kepatuhan terhadap prinsip profesionalitas serta netralitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses penanganan harus didukung oleh pengawasan yang aktif, koordinasi antarlembaga, serta sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hak, kewajiban, larangan, dan konsekuensi bagi ASN dalam Pemilu.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral telah memiliki dasar hukum dan mekanisme penanganan, dengan sanksi yang pada pokoknya berupa sanksi disiplin tingkat sedang dan berat serta dapat disertai sanksi moral atau tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada pengawasan, koordinasi kelembagaan, konsistensi tindak lanjut, serta pemahaman ASN terhadap ketentuan netralitas.
Dengan demikian, penerapan sanksi yang efektif membutuhkan tiga unsur utama, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang berjalan, serta konsistensi dalam menjatuhkan dan menindaklanjuti sanksi. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara terpadu, sanksi tidak hanya menjadi instrumen untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana memperkuat profesionalitas ASN dan menjaga Pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi birokrasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum: Faktor yang Mempengaruhi dan Penerapan Sanksi, dapat disimpulkan bahwa:
1. Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum dipengaruhi oleh empat kelompok faktor utama, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor kelembagaan, faktor yang berasal dari ASN itu sendiri, dan faktor non-hukum. Faktor hukum berkaitan dengan pengaturan serta pemahaman terhadap ketentuan netralitas; faktor kelembagaan berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan; faktor internal ASN berkaitan dengan integritas, kepentingan pribadi, pemahaman, dan kepentingan karier; sedangkan faktor non-hukum antara lain berupa hubungan keluarga, kedekatan personal, dan intervensi politik dalam pengangkatan atau promosi jabatan. 
2. Penerapan sanksi terhadap ASN yang tidak netral telah memiliki dasar hukum dan mekanisme penanganan, terutama melalui ketentuan mengenai disiplin dan kode etik ASN. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi yang diterapkan berupa sanksi disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta dalam konteks pelanggaran kode etik dapat disertai sanksi moral dan tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi juga melibatkan mekanisme pengawasan dan koordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan terkait. 
3. Efektivitas penerapan sanksi sangat bergantung pada kekuatan pengawasan, koordinasi kelembagaan, konsistensi tindak lanjut, serta pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas. Lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi dapat membuka peluang terjadinya keberpihakan ASN terhadap kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan sanksi perlu dilakukan secara konsisten agar ketentuan netralitas memiliki daya cegah yang efektif. 
Dengan demikian, menjaga netralitas ASN dalam Pemilu tidak cukup hanya melalui pembentukan aturan dan pemberian sanksi, tetapi membutuhkan keterpaduan antara regulasi yang jelas, kelembagaan pengawasan yang efektif, integritas ASN, serta lingkungan birokrasi yang bebas dari intervensi politik. Sosialisasi mengenai larangan dan sanksi juga perlu terus diperkuat sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap prinsip netralitas. 
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